
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Perkembangan teknologi pada Era globalisasi  sangatlah  berpengaruh   

dalam  kehidupan manusia.  semua aspek  kehidupan antara lain bidang ilmu 

pengetahuan dan teknologi, ekonomi, sosial, politik, budaya, serta pertahanan 

dan keamanan tidak terlepas dari pengaruh globalisasi yang terjadi saat ini.  

globalisasi  tidak hanya membawa perubahan menuju ke arah yang lebih baik, 

akan tetapi juga memiliki   dampak yang tidak baik bagi siapa saja yang tidak 

siap menerima perubahan.  

Perkembangan kejahatan dewasa ini  sudah semakin tinggi, baik pada 

tataran kualitas  maupun kuantitas kejahatan, apalagi dikaitkan dengan persoalan 

kebutuhan ekonomi yang semakin sulit, lapangan pekerjaan  semakin sempit, 

persaingan kemampuan dan skil masyarakat yang semakin kompetitif 

menjadikan semakin banyaknya angka pengangguran yang menimbulkan efek 

bagi kecenderungan serta ancaman banyaknya tindak pidana yang terjadi. 

Di tengah situasi  yang semakin sulit seperti ini, Polri dihadapkan banyak 

tantangan, selain harus mampu menjadi aparat penegak hukum yang baik, Polri 

juga harus pandai menjadi mitra masyarakat dalam hal pelayanan, khususnya 

adalah masyarakat yang sedang mencari keadilan, yaitu masyarakat yang sedang 

berperkara pidana baik sebagai saksi, saksi korban maupun sebagai tersangka. 



Selain keluhan dalam pelayanan penyidikan, keluhan dalam pelayanan 

administrasi serta operasional non penyidikan juga menjadi keluhan yang sangat 

besar yang berdampak pada persepsi kinerja kepolisian secara keseluruhan. 

Indonesia merupakan negara hukum yang menganut asas legalitas dalam 

sistem peradilan pidananya. Asas legalitas dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (1) 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyebutkan bahwa “Suatu 

perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan 

perundang-undangan pidana yang telah ada.” Sebelum perbandingan dilakukan  

dari bunyi pasal tersebut, jelas bahwa asas legalitas berlaku bagi sistem peradilan 

pidana di Indonesia, artinya bahwa suatu perbuatan hanya dapat dipidana apabila 

sudah ada aturan yang mengatur terlebih dahulu terhadap perbuatan tersebut.  

Lembaga kepolisian di Indonesia diatur dalam Undang-undang RI Nomor 

2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kepolisian Negara 

Republik Indonesia sebagai alat penegak hukum terutama bertugas memelihara 

keamanan dalam negeri, dalam menjalankan tugasnya selalu menjunjung tinggi 

hak-hak asasi rakyat dan hukum negara. Polisi dituntut melaksanakan profesinya 

dengan adil dan bijaksana, serta mendatangkan keamanan dan ketenteraman. 

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan 

dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum serta 

memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat 

dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Sebagai alat negara, 

Kepolisian Negara Republik Indonesia juga mempunyai kewajiban untuk 



menghormati, melindungai dan menegakkan hak asasi manusia dalam 

menjalankan tugas dan fungsinya. 

Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang 

pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, 

perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. 

Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan 

keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban 

masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlndungan, 

pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat serta terbinanya ketentraman 

masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia
1
. 

Tindakan kepolisian adalah setiap tindakan atau perbuatan kepolisian 

berdasarkan wewenangnya dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan di 

bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, pemberian 

perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat serta penegakan 

hukum. Tindakan kepolisian memposisikan polisi sebagai subyek hukum artinya 

sebagai drager van de rechten en plichten atau pendukung hak-hak dan 

kewajiban-kewajiban di mana kepolisian (sebagai lembaga maupun fungsi) 

melakukan berbagai tindakan yang bersifat tinfakan hukum 

(rechtelijkhandelingen) maupun tindakan yang berdasarkan fakta/nyata 

(feitelijkhandelingen).  
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Tindakan hukum adalah suatu tindakan yang menimbulkan akibat hukum 

tertentu seperti tindakan dalam rangka penegakkan hukum (penangkapan, 

pemeriksaan, penahanan, penyitaan, penggeledahan dan lain-lain) atau tindakan 

penertiban masyarakat pemakai jalan, unjuk rasa, pertunjukan dan lain-lain, 

sedangkan  tindakan  berdasarkan fakta/nyata artinya tindakan-tindakan yang 

tidak ada relevansinya dengan hukum, oleh karena itu, tidak menimbulkan 

akibat-akibat hukum seperti penyelenggaraan upacara, peresmian kantor atau 

gedung-gedung kepolisian, dan lain-lain, yang biasanya dilakukan oleh pejabat 

pemerintahan
2
. 

Tindakan yang dilakukan oleh kepolisian dalam menangani kasus yang 

dilakukan oleh anak di antaranya adalah diversi, yakni pemikiran tentang 

pemberian kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk mengambil 

tindakan-tindakan kebijaksanaan dalam menangani atau menyelesaikan masalah 

pelanggaran anak dengan tidak mengambil jalan formal antara lain menghentikan 

atau tidak meneruskan/melapaskan dari proses peradilan pidana atau 

mengembalikan/menyerahkan kepada masyarakat dan bentuk-bentuk kegiatan 

pelayanan sosial lainnya. Kebijakan Formulasi diversi dapat dilakukan dalam 

semua tingkatan pemeriksaan yaitu dari penyidikan, penuntutan, pemeriksaan 

pada sidang pengadilan sampai pada tahap pelaksanaan putusan. Kebijakan 
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Formulasi ini dimaksudkan untuk mengurangi dampak negatif keterlibatan anak 

dalam proses peradilan tersebut
3
. 

Program diversi memberi keuntungan pada masyarakat dalam 

penanganan yang awal dan cepat terhadap perilaku menyimpang. Penanganan 

awal ini juga menghemat biaya yang merupakan beban yang dikeluarkan oleh 

polisi setempat. Anak sebagai pelaku tindak pidana tersebut akan diberi petunjuk 

oleh polisi, pembina pidana, petugas departemen kehakiman, dan sekolah. 

Kemudian anak tersebut secara suka rela mengikuti konsultasi dan atau 

pendidikan yang cocok dan kegiatan sosial kemasyarakatan. Jika yang 

bersangkutan sukses dalam program ini, jaksa tidak menuntut kasus tersebut dan 

tidak akan mencatat dalam berkas perkara atas perbuatan tersebut
4
. 

Selama ini, (Das Solen) pelaku anak yang melakukan tindak pidana bisa 

dijerat hukuman pidana. Meskipun pada prinsipnya bertolak dari 

pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan (Liability Based  on Fault), 

namun dalam hal-hal tertentu konsep juga memberikan kemungkinan adanya 

pertanggungjawaban yang sangat ketat (Strict Liability) dalam RUU KUHP 

tahun 2018, dan pertanggungjawaban pengganti (Vicariouse Liability) dalam 

Pasal  41 RUU KUHP tahun 2018 ayat 1 – 3 yang berbunyi :  

                                                           
3
 Purniati, Mamik Sri Supatmi, dan Ni Made Martini Tinduk, tt, Analisa Situasi Sistem Peradilan 

Anak  (Juvenile Justice System) di Indonesia, Departemen Kriminologi Universitas Indonesia & 

UNICEF, h. 4. 
4
 Dwi Hapsari Retnaningrum, 2008, Perlindungan Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana 

(Kajian Tentang Penyelesaian Secara Non-Litigasi Dalam Perkara Tindak Pidana Anak di Kabupaten 

Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, Kebumen, dan Cilacap), Laporan Penelitian, FH UNSOED, 

Purwokerto, h. 59. 



(1) Setiap orang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas 

Tindak Pidana yang dilakukan dengan sengaja atau karena 

kealphaan. 

(2) Perbuatan yang dapat dipidana adalah Tindak Pidana yang 

dilakukan dengan sengaja, sedangkan Tindak Pidana yang 

dilakukan karena kealphaan dipidana jika secara tegas ditentukan 

dalam peraturan perundang-undangan. 

(3) Setiap Orang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap 

akibat Tindak Pidana tertentu yang oleh Undang-Undang 

diperberat ancaman pidananya jika ia mengetahui kemungkinan 

terjadinya akibat tersebut atau sekurang-kurangnya ada kelaphaan. 

 

Akan tetapi, pada prakteknya (Das Sein) pelaku anak yang melakukan 

tindak pidana lebih diteruskan menjadi diversi dalam Undang-Undang  No. 11 

Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 butir 6 yang berbunyi 

: “Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan 

melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait 

untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan 

pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.” Jika pelaku 

adalah anak belum berumur 18 tahun.  

Dilihat dari aspek social defense secara luas yang memiliki cakupan 

terhadap nilai-nilai kemanusiaan, edukatif dan keadilan. Diversi telah juga 

mencakup nilai-nilai tersebut. Nilai kemanusiaan diwujudkan dengan 

memperlakukan ABH secara khusus, tidak hanya itu saja dalam Konvensi Hak 

Anak (KHA) juga ditekankan agar ABH diperlakukan dengan memperhatikan 

nilai-nilai sesuai martabat, HAM anak, dan dapat membantu anak dalam proses 

reintegrasi pada masyarakat. ABH dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 



2012 Pasal 1 adalah anak yang berusia 12 tahun tetapi belum berumus 18 tahun 

yang diduga melakukan tindak pidana.   

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tersebut, tidak dapat 

dipisahkan dari Konvensi Mengenai Hak Anak (KHA) dan Undang-Undang 

Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Karena tujuan dari Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2012 adalah dalam rangka untuk menghormati, 

melindungi dan memenuhi hak-hak anak terutama anak yang berhadapan dengan 

hukum termasuk anak konflik dengan hukum. Dengan demikian penerapan 

sistem peradilan pidana khusus bagi anak harus berorientasi dan berpusat kepada 

penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak – hak anak, termasuk anak 

konflik dengan hukum. 

Nilai Edukatif dalam diversi dapat dilihat dari keterlibatan anak dalam 

proses pemulihan ke keadaaan semula bagi korban, artinya anak akan belajar 

bertanggungjawab dan memperbaiki keaslahannya. Nilai keadilan dalam diversi 

terlihat dari proses diversi, dengan diversi maka dapat dikatakan adil bagi masa 

depan pelaku anak dan adil bagi pemulihan atas kerugian korban.  

Dasar yuridis terbentuknya diversi yaitu mengacu pada Pasal 28 ayat (2) 

UUD 1945, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang HAM, Undang-

undang Nomor 11 Tahun 2012  tentang Peradilan Anak yang dalam ketentuan-

ketentuannya tetap mempertimbangkan aspek peradilan  khusus bagi anak 

(ABH). Jaminan akan bentuk-bentuk perlindungan terhadap Hak Asasi anak 



tersebut juga dapat dikatakan sebagai faktor pendorong pentingnya diversi 

diakomodir dalam suatu Undang-undang. 

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan judul “Kebijakan Diversi Dalam Penanganan Tindak Pidana Yang 

Dilakukan Anak Di Polda Jateng .” 

 

B. Permasalahan  

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah tersebut diatas maka 

permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah penerapan Kebijakan diversi dalam penanganan tindak 

pidana yang dilakukan anak di Polda Jateng ? 

2. Bagaimanakah hambatan-hambatan dan solusi dalam penerapan Kebijakan 

diversi dalam penanganan tindak pidana yang dilakukan anak di Polda 

Jateng ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Dari uraian latar belakang dan pokok permasalahan diatas, maka tujuan 

dari penelitian ini yaitu : 

1. Untuk mengkaji dan menganalisis Kebijakan diversi dalam penanganan 

tindak pidana yang dilakukan anak di Polda Jateng. 



2. Untuk mengkaji dan menganalisis kendala-kendala dan Solusi dalam 

Kebijakan diversi dalam penanganan tindak pidana yang dilakukan anak di 

Polda Jateng. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Secara Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan teori baru mengenai 

Kebijakan diversi dalam penanganan tindak pidana yang dilakukan anak di 

Polda Jateng. 

2. Secara Praktis 

a. Bagi Penulis 

Memperluas wawasan dan mendalami lebih jauh tentang i Kebijakan 

diversi dalam penanganan tindak pidana yang dilakukan anak di Polda 

Jateng. 

b. Bagi Pemerintah 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan khususnya kepada 

instansi pemerintah dalam hal Kepolisian Republik Indonesia. 

c. Bagi Masyarakat 

Hasil penelitian tersebut diharapkan dapat memberikan informasi kepada 

masyarakat aturan tentang Kebijakan diversi dalam penanganan tindak 

pidana yang dilakukan anak di Polda Jateng. 

 



E. Kerangka Konseptual 

1. Diversi 

Diversi adalah pengalihan penanganan kasus-kasus anak yang diduga 

telah melakukan tindak pidana dari proses formal dengan atau tanpa syarat. 

Pendekatan diversi dapat diterapkan bagi penyelesaian kasus-kasus anak yang 

berkonflik dengan hukum.
5
 

Adapun yang menjadi tujuan upaya diversi adalah :
6
 

a. untuk menghindari anak dari penahanan; 

b.  untuk menghindari cap/label anak sebagai penjahat; 

c. untuk mencegah penanggulangan tindak pidana yang dilakukan 

oleh anak; 

d. agar anak bertanggung jawab atas perbuatannya; 

e. untuk melakukan intervensi-intervensi yang diperlukan bagi 

korban dan anak tanpa harus melalui proses formal; 

f. menghindari anak mengikuti proses sistem peradilan; 

g. menjauhkan anak dari pengaruh dan implikasi negatif dari proses 

peradilan. 

Tujuan diversi dijelaskan diketentuan Pasal 6 Undang-Undang Sistem 

Peradilan Pidana Anak yaitu : 

a. Mencapai perdamaian anatar korban dan anak; 
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b. Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan; 

c. Menghindarkan anak dari perampasaan kemerdekaan; 

d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan 

e. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak. 

Ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU Sistem Peradilan Pidana Anak 

menjelaskan bahwa diversi dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang 

dilakukan : 

a. Diancam dengan tindak pidana penjara di bawah (tujuh) tahun; 

dan 

b. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana. 

Menurut Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang  No.11 Tahun 2012 Tentang 

Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan, Proses Diversi dilakukan melalui 

musyawarah dengan melibatkan anak dan orangtua/walinya, Korban dan/atau 

orangtua/walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial 

Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif. 

Sedangkan Pasal 9 ayat (2) Udang-Undang Sistem Peradilan Pidana 

Anak menenetukan, kesepakatan diversi harus mendapatkan persetujuan 

korban dan/atau keluarga anak korban seta kesediaan anak dan keluarganya, 

kecuali untuk : 

a. Tindak pidana yang berupa pelanggaran; 

b. Tindak pidana ringan; 

c. Tindak pidana tanpa korban; atau 



d. Nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimm provinsi 

setempat. 

Selain ketentuan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, 

Mahkamah agung juga mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 

Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan 

Pidana Anak. Dijelaskan Pasal 1, musyawarah Diversi adalah musyawarah 

anatar para pihak yang melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban 

dan/atau orang tua/walinya, pembimbing masyarakat dn pihak-pihak yang 

terlibat lainnya untuk mencapai kesepakatan Divesi melalui pedekatan 

keadilan restoratif. 

2. Tindak Pidana 

P.A.F. Lamintang, berpendapat sebagai berikut :
7
 

“Ketentuan hukum positif (KUHP) di Indonesia saat ini, tidak tercantum 

suatu ketentuan yang menjelaskan mengenai definisi dari tindak pidana 

(strafbaar feit). Pembentuk Undang-undang kita telah menggunakan 

perkataan “strafbaar feit” untuk menyebutkan apa yang kita kenal sebagai 

“Tindak Pidana” di dalam KUHP tanpa memberikan sesuatu penjelasan 

mengenai apa yang sebenarnya dimaksud dengan perkataan “strafbaar feit” 

tersebut.”  
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Perkataan “feit” itu sendiri di dalam bahasa Belanda berarti “sebagian  

dari suatu kenyataan” sedangkan “strafbaar feit” dapat diterjemahkan sebagai  

“sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”. Sehingga dengan  

demikian dapat diketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah  

manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan, ataupun tindakan.  

Alasan dari Sudarto, apa sebabnya “strafbaar feit” itu harus 

dirumuskan seperti di atas adalah karena : 
8
 

a. Untuk adanya suatu strafbaar feit itu disyaratkan bahwa di situ 

harus terdapat suatu tindakan yang dilarang ataupun diwajibkan  

oleh undang-undang, dimana pelanggaran terhadap larangan 

atau  kewajiban semacam itu telah dinyatakan sebagai suatu 

tindakan  yang dapat di hukum;  

b. Agar sesuatu tindakan itu dapat dihukum, maka ti ndakan 

tersebut  harus memenuhi semua unsur dari delik seperti 

dirumuskan di  dalam undang-undang;  

c. Setiap strafbaar feit sebagai pelanggaran terhadap larangan 

atau  kewajiban menurut undang-undang itu, pada hakikatnya  

merupakan suatu tindakan melawan hukum atau merupakan 

suatu  “onrechtmatige handeling”.  
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Pernyataan sifatnya yang melawan hukum seperti di atas itu timbul 

dengan sendirinya dari kenyataan, bahwa tindakan tersebut adalah 

bertentangan dengan sesuatu peraturan dari undang-undang, hingga pada 

dasarnya sifat tersebut bukan merupakan suatu unsur dari delik yang 

mempunyai arti yang tersendiri seperti halnya dengan unsur-unsur yang lain. 

G.A Van Hamel, sebagaimana diterjemahkan oleh Moeljatno, 

merumuskan bahwa strafbaar feit adalah
9
 : 

“Kelakukan orang (menselijke gedraging) yang dirumuskan  

dalam wet, yang bersifat melawan hukum, yang patut  dipidana 

(strafwaardig) dan dilakukan dengan kesalahan.”   

P.A.F. Lamintang menyatakan adapun syarat-syarat penyerta yang  

membuat seseorang itu menjadi patut di pidana, antara lain dapat kita jumpai  

di dalam beberapa rumusan delik, misalnya
10

 : 

a. Bahwa cara melakukan sesuatu tindak pidana atau sarana yang 

digunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut haruslah 

memenuhi syarat-syarat tertentu.  

b. Bahwa subjek maupun objek dari suatu tindak pidana itu 

haruslah mempunyai sifat-sifat tertentu.  

c. Bahwa waktu dan tempat dilakukannya sesuatu tindak pidana 

itu haruslah sesuai dengan syarat-syarat tertentu.  
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Menurut Pompe, sebagaimana diterjemahkan oleh P.A.F Lamintang,  

perkataan “strafbaar feit” itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai :
11

  

“Suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) 

dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan 

oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan hukuman terhadap 

pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum 

dan terjaminnya kepentingan umum.”  

Menurut Hazewinkel-Suringa, telah membuat suatu rumusan yang  

bersifat umum dari “strafbaar feit” sebagai:
12

                   

“Suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah 

ditolak di dalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap 

sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana 

dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang 

terdapat didalamnya.”  

Pendapat lain yang di lontarkan dari Moeljatno, memakai istilah  

perbuatan pidana sebagai terjemahan dari strafbaar feit, yang mengartikan 

perbuatan pidana ialah sebagai berikut 
13

: 

a. Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum 

dan larangan tersebut disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana 

tertentu bagi setiap orang yang melanggar larangannya.  

b. Dalam pidatonya pada Dies Natalis VI Universitas Gajah Mada tanggal 19 

Desember 1955, perbuatan pidana dapat diartikan sebagai perbuatan yang 

dilarang dan diancam dengan pidana, bagi : barang siapa yang melanggar 
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larangan tersebut, di samping itu perbuatan tersebut harus betul-betul 

dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tak boleh atau tak patut 

untuk dilakukan. 

3. Anak 

a. Pengertian Anak 

Dalam Undang-undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan 

Pidana Anak terdapat beberapa pengertian anak, yaitu yang berkonflik dengan 

hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi 

saksi tindak pidana (pasal 1 angka 2 Undang-undang No.11 tahun 2012 

tentang Sistem Peradilan Pidana Anak) dengan penjelasan sebagai berikut: 

1) Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut 

Anak adalah yang berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 

tahun yang diduga melakukan tindak pidana (Pasal 1 angka 3 

Undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan 

Pidana anak). 

2) Anak yang menjadi korban pidana yang selanjutnya disebut 

Anak korban adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang 

mengalami penderitaan fisik, mental,da aatau kerugian ekonomi 

yang disebabkan oleh tindak pidana (Pasal 1 angka 4 undang-



undang No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana 

Anak) 

3) Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut 

Anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang 

dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, 

penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan tentang suatu 

perkara pidana yang dilanggar, dilihat, dan/atau dialaminya 

sendiri  

 

4. Sanksi HukumTerhadap Anak 

a. Tindak Pidana Anak 

Seorang Anak yang melakukan tindak pidana biasa disebut dengan 

anak nakal.  Berdasarkan Pasal 1 Butir 2 Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 

tentang  Pengadilan Anak, anak nakal adalah:  

1) Anak yang melakukan tindak pidana, atau  

2) Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan dilarang bagi anak, 

baik  menurut perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum 

lain  yang hidup dan berlaku dalam masyarakat bersangkutan.  

Kenakalan anak menurut Kartini Kartono adalah perilaku jahat 

/dursila, atau  kejahatan/kenakalan anak-anak muda, merupakan gejala sakit 



(patologi) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh 

suatu bentuk pengabaian tingkah laku yang menyimpang.
14

 

Kenakalan anak adalah reaksi dari penyimpangan-penyimpangan yang 

dilakukan oleh anak, namun tidak segera ditanggulangi, sehingga 

menimbulkan akibat yang berbahaya baik untuk dirinya maupun bagi orang 

lain. Menurut Romli Atmasasmita,  Juvenile Deliquency  adalah setiap 

perbuatan atau tingkah laku  seseorang anak di bawah umur 18 (delapan belas) 

tahun dan belum kawin yang merupakan pelanggaran terhadap norma-norma 

hukum yang berlaku serta dapat  membahayakan perkembangan peribadi anak 

yang bersangkutan.
15

 

Menurut Undang-undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem 

Peradilan Pidana Anak menerangkan : 

Pasal 81 Ayat (1) bahwa  “Pidana penjara yang dapat dijatuhkan 

kepada anak  paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana 

penjara bagi orang dewasa”.  Pasal 81 Ayat (6) bahwa  “Jika tindak pidana 

yang dilakukan Anak  merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana 

mati atau pidana penjara seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana 

penjara paling lama 10  (sepuluh) tahun” 
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Pada buku yang berjudul Kriminologi, B. Simanjuntak berpendapat 

bahwa, kondisi-kondisi rumah tangga yang mungkin dapat menghasilkan 

“anak nakal”, adalah:
16

 

1) Adanya anggota lainnya dalam rumah tangga itu sebagai penjahat, 

pemabuk, emosional;  

2) Ketidakadaan salah satu atau kedua orangtuanya karena kematian, 

perceraian atau pelarian diri;  

3) Kurangnya pengawasan orangtua karena sikap masa bodoh, cacat 

inderanya, atau sakit jasmani atau rohani;  

4) Ketidakserasian karena adanya main kuasa sendiri, iri hati, cemburu, 

terlalu banyak anggota keluarganya dan mungkin ada pihak lain yang 

campur tangan;  

5) Perbedaan  rasial, suku, dan agama ataupun perbedaan adat istiadat, 

rumah piatu, panti-panti asuhan.   

 

b. Sanksi Hukum Terhadap Anak 

Sanksi adalah akibat sesuatu perbuatan atau suatu reaksi dari pihak lain 

(manusia atau badan hukum) atas sesuatu perbuatan yang dilarang.
17

 

Sedangkan, Sanksi Hukum merupakan hukuman yang dijatuhkan pada 

seseorang yang melanggar hukum dan merupakan bentuk perwujudan yang 
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paling jelas dari kekuasaan negara dalam pelaksanaan kewajibannya untuk 

memaksakan ditaatinya hukum
18

. dalam hukum pidana adalah reaksi terhadap 

pelanggaran hukum yang ditentukan Undang Undang dimulai dari penahan 

tersangka dan penuntutan terdakwa sampai pada penjatuhan vonis oleh 

hakim
19

. Sanksi terhadap pelanggaran tatanan hukum dapat dipaksakan, dapat 

dilaksanakan diluar kemauan yang bersangkutan dan bersifat memaksa, yang 

datangnya dari pihak pemerintah (overheid)yang bertugas mempertahankan 

tata tertib dalam masyarakat. Walaupun sanksi dalam tatanan hukum bersifat 

memaksa tidak berarti bahwa sanksi atas pelanggaran terhadap tatanan 

masyarakat lainnya sama sekali tidak memaksa, karena sanksi masyarakat 

meskipun bersifat teguran ataupun celaan dirasakan juga sebagai tekanan atau 

paksaan sehingga orang akan merasa tidak senang untuk melanggarnya. 

Secara umum sanksi dalam hukum pidana dapat dibagi menjadi sanksi 

pidana dan sanksi tindakan. Sanksi pidana bersifat reaktif terhadap suatu 

perbuatan dan
20

 menekan unsur pembalasan yang dibebankan kepada seorang 

pelanggar, sedangkan sanksi tindakan lebih bersifat antisipatif dan mendidik 

terhadap pelaku perbuatan tersebut.  

Sebagaimana yang telah dikemukakan bahwa sanksi hukum adalah 

monopoli hak penguasa ataupun pemerintah (overheid)yang bertugas 
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mempertahankan tata  tertib masyarakat. Oleh karenanya perorangan tidak 

diperkenankan melaksanakan sanksi untuk menegakkan hukum. Misalnya kita 

tidak boleh memukuli seorang pencuri yang tertangkap, menyita barang – 

barang orang yang teutang kepada kita ataupun menyandera orang untuk 

melunasi utangnya, dan lain – lainnya. Tindakan seperti itu adalah tindakan 

menghakimi sendiri atau main hakim sendiri (eigenrichting).
21

 

Peradilan pidana anak mewujudkan kesejahteraan anak, sehingga anak 

diadili secara tersendiri. Segala aktivitas yang dilakukan dalam peradilan 

anak, seyogyanya dilakukan oleh penyidik anak, penuntut umum anak, hakim 

tunggal anak, dan petugas lembaga pembinaan anak, berdasarkan prinsip 

kesejahteraan anak. Dalam memberikan sanksi terhadap anak yang diberikan 

oleh Hakim, tidak lain pula dimaksudkan untuk memberikan pembinaan yang 

lebih baik bagi anak, tanpa mengorbankan kepentingan masyrakat dan 

tegaknya wibawa hukum. 

Secara umum dalam Undang – Undang Sistem peradilan pidana anak, 

merumuskan anak hanya dapat diberi sanksi berupa sanksi pidana dan 

tindakan, yakni sanksi tindakan dengan perawatan di LPKS, pidana dengan 

syarat, pembinaan diluar lembaga, pengawasan, pelatihan kerja, pembinaan 

dalam lembaga, serta upaya terakhir dalam pemberian sanksi terhadap anak 

                                                           
21

 Chainur Arrasjid, 2014. Dasar-Dasar Ilmu Hukum, Sinar Grafika. Jakarta, hlm.24-25 



bila perbuatan pelanggaran hukumnya dimungkinkan dapat meresahkan dan 

membahayakn masyarakat lainnya, yakni Pidana Penjara di lembaga 

pembinaan khusus anak (LPKA).  

Dalam hal pidana penjara yang dijatuhkan oleh Hakim kepada anak 

hanya boleh maksimal 2 (dua) tahun. Hakim juga dapat memberikan syarat 

meringankan dalam pidana penjara, yakni apabila dalam masa pidana 

penjaranya di lembaga pembinaan khusus anak (LPKA), anak tersebut 

berkelakuan baik dan dapat dijamin tidak lagi ingin melakukan perbuatan 

pelanggatan hukum, maka hakim dapat meberikan kebebasan bersyarat pada 

anak tersebut.  

Pemberian sanksi terhadap merupakan suatu tindakan yang harus 

dipertanggungjawabkan dan dapat bermanfaat bagi anak. Setiap pelaksanaan 

pidana dan tindakan, diusahakan tidak menimbulkan korban, penderitaan, 

kerugian mental, fisik dan sosial. Pidana dan tindakan tersebut harus pula 

memenuhi kepentingan anak tersebut, mencegah akibat – akibat yang tidak 

diinginkan yang sifatnya merugikan.
22
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F. Kerangka Teoritis 

1. Teori Efektifitas Hukum  

Efektivitas mengandung arti keefektifan pengaruh efek keberhasilan 

atau kemanjuran/kemujaraban, membicarakan keefektifan hukum tentu tidak 

terlepas dari penganalisisan terhadap karakteristik dua variable terkait yaitu: 

karakteristik/dimensi dari obyek sasaran yang dipergunakan.
23

 

Ketika berbicara sejauh mana efektivitas hukum maka kita pertama-

tama harus dapat mengukur sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak 

ditaati jika suatu aturan hukum ditaati oleh sebagian besar target yang 

menjadi sasaran ketaatannya maka akan dikatakan aturan hukum yang 

bersangkutan adalah efektif.
24

 

Derajat dari efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto, ditentukan 

oleh taraf kepatuhan masyarakat terhadap hukum,termasuk para penegak 

hukumnya, sehingga dikenal asumsi bahwa, ”taraf kepatuhan yang tinggi 

adalah indikator suatu berfungsinya suatu sistem hukum. Dan berfungsinya 

hukum merupakan pertanda hukum tersebut mencapai tujuan hukum yaitu 

berusaha untuk mempertahankan dan melindungimasyrakat dalam pergaulan 

hidup.”
25

 

Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa dalam sosiologi hukum 

masalah kepatuhan atau ketaatan hukum terhadap kaidah-kaidah hukum pada 
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umumnya telah menjadi faktor yang pokok dalam mengukur efektif tidaknya 

sesuatu yang ditetapkan dalam hukum ini.
26

 

Beberapa pendapat mengemukakan tentang teori efektivitas seperti 

Bronislav Molinoswki, Clerence J Dias, Allot dan Murmer.Bronislav 

Malinoswki mengemukakan bahwa teori efektivitas pengendalian sosial atau 

hukum, hukum dalam masyarakat dianalisa dan dibedakan menjadi dua 

yaitu: (1) masyarakat modern,(2) masyarakat primitif, masyarakat modern 

merupakan masyarakat yang perekonomiannya berdasarkan pasar yang 

sangat luas, spesialisasi di bidang industri dan pemakaian teknologi 

canggih,didalam masyarakat modern hukum yang di buat dan ditegakan oleh 

pejabat yang berwenang.
27

 

 

2. Teori Nilai Dasar Hukum 

Dalam teori nilai dasar hukum terdapat beberapa 3 (tiga) asas yaitu 

kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.  

a. Kepastian Hukum 

Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa 

dijawab secara normatif, bukan sosiologi. Kepastian hukum secara 

normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan 

secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam 

artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir) dan logis 
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dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain 

sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. 

Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat 

berbentuk konsestasi norma, reduksi norma atau distorsi norma. 

Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang 

jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak 

dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. 

Kepastian hukum akan tercapai apabila hukum tersebut 

sebanyak-banyaknya dalam undang-undang. Dalam undang-

undang tersebut terdapat ketentuan-ketentuan yang bertentangan 

(undang-undang berdasarkan suatu sistem yang logis dan praktis). 

Undang-undang dibuat berdasarkan rechtswerkelijkheid (keadaan 

hukum yang sungguh-sungguh) dan dalam undang-undang tersebut 

tidak terdapat istilah-istilah yang dapat ditafsirkan secara berlain-

lainan.
28

 

b. Keadilan Hukum 

Pengertian Keadilan memiliki sejarah pemikiran yang 

panjang. Secara hakiki dalam diskursus hukum, keadilan dapat 

dilihat dalam 2 arti pokok, yaitu dalam arti formal yang menuntut 

bahwa hukum itu berlaku secara umum, dan dalam arti materiil 

yang menuntut hukum itu harus sesuai dengan cita-cita keadilan 
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dalam masyarakat.
29

 Namun apabila ditinjau dalam konteks yang 

lebih luas, pemikiran mengenai keadilan itu berkembang dengan 

pendekatan yang berbeda-beda, karena perbincangan tentang 

keadilan yang tertuang dalam banyak literatur tersebut tidak 

mungkin tanpa melibatkan tema-tema moral, politik dan teori 

hukum yang ada. Oleh sebab itu secara tunggal hampir-hampir sulit 

untuk dilakukan.  

Namun pada garis besarnya, perdebatan mengenai keadilan 

terbagi atas dua arus pemikiran, yang pertama adalah keadilan yang 

metafisik yang diwakili oleh pemikiran Plato, sedangkan yang 

kedua keadilan yang rasional diwakili oleh pemikiran Aristoteles. 

Keadilan yang metafisik sebagaimana diuraikan oleh Plato, 

menyatakan bahwa sumber keadilan itu asalnya dari inspirasi dan 

intuisi. Sementara keadilan yang rasional mengambil sumber 

pemikirannya dari prinsip-prinsip umum dari rasionalitas tentang 

keadilan.
30

 Keadilan yang rasional pada dasarnya mencoba 

menjawab perihal keadilan dengan cara menjelaskannya secara 

ilmiah, atau setidaknya alasan yang rasional.  

Sementara keadilan yang metafisik mempercayai eksistensi 

keadilan sebagai sebuah kualitas atau suatu fungsi di atas dan di 
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luar makhluk hidup, dan oleh sebab itu tidak dapat dipahami 

menurut kesadaran manusia berakal.
31

 

Pemetaan dua arus utama pemikiran keadilan ini kemudian 

ditegaskan kembali  oleh John Rawls. John Rawls menjelaskan 

kembali perihal aliran pemikiran keadilan yang pada dasarnya tidak 

berbeda dengan yang telah disebutkan di atas, bahwa pada 

umumnya, aliran pemikiran keadilan juga terbagi atas dua arus 

utama, yang pertama aliran etis dan yang kedua aliran institutif. 

Aliran yang pertama menghendaki keadilan yang mengutamakan 

pada hak daripada manfaat keadilan itu sendiri, sementara yang 

kedua sebaliknya lebih mengutamakan manfaat daripada haknya.
32

 

c. Kemanfaatan Hukum 

Secara etimologi, kata "kemanfaatan" berasal dari kata dasar 

"manfaat", yang menurut Kamus Bahasa Indonesia, berarti faedah 

atau guna.
33

 Hukum merupakan urat nadi dalam kehidupan suatu 

bangsa untuk mencapai cita-cita masyarakat yang adil dan makmur. 

Bagi Hans Kelsen hukum itu sendiri adalah suatu sollens kategorie 

(kategori keharusan) bukannya seinkategorie (kategori faktual). 
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Yang maksudnya adalah hukum itu dikonstruksikan sebagai suatu 

keharusan yang mengatur tingkah laku manusia sebagai makhluk 

rasional. Dalam hal ini yang dipersoalkan oleh hukum bukanlah 

„bagaimana hukum itu seharusnya‟ (what the law ought to be) 

melainkan „apa hukumnya‟ (what is the law)
34

. 

Sebagian orang berpendapat bahwa kemanfaatan hukum 

(zweckmasiggkeit) sangat berkorelasi dengan tujuan pemidanaan 

terutama sebagai prevensi khusus agar terdakwa tidak mengulangi 

kembali melakukan perbuatan melawan hukum, dan prevensi 

umum setiap orang berhati-hati untuk tidak melanggar hukum 

karena akan dikenakan sanksinya. Oleh karena itu putusan hakim 

harus memberi manfaat bagi dunia peradilan, masyarakat umum 

dan perkembangan ilmu pengetahuan. 

 

G. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri atas: 

 

1. Metode Pendekatan 

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan 

pendekatan socio legal research. Socio legal adalah sebuah studi yang melihat hukum 
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melalui penggabungan antara analisa normatif (norma-norma hukum, yuridis) dan 

pendekatan ilmu non-hukum. Sifat Sosio-legal  adalah preskriptif yaitu memberi 

solusi atas permasalahan hukum dengan menggabungkan analisa normatif dan 

pendekatan non-hukum/aspek sosial. Satjipto Raharjo mengemukakan bahwa socio-

legal studies ditujukan kepada Law and Society Studies
35

. Menurut F.X. Adji 

Samekto, Social legal studies mengkonsepkan hukum sebagai norma dan sekaligus 

sebagai realitas. Pengkaji di dalam socio-legal studies menuntut penguasaan doktrin-

doktrin ajaran hukum yang telah dibangun dalam ilmu hukum itu sendiri (sebagai 

ilmu yang bersifat apriori dan tidak terbebas dari nilai), dan pengusaan akan teori-

teori bekerjanya hukum, sebagai konsekuensi yang melihat hukum sebagai realitas
36

 

 

2. Tipe Penelitian 

Jenis  penelitian  yang  dipergunakan  dalam  menyelesaikan  tesis ini adalah 

metode penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti 

bahan pustaka (data sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan
37

. 
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3. Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder.  

Data primer yang diperoleh  peneliti mengacu terhadap data atau fakta-fakta 

dan kasus hukum yang diperoleh langsung melalui penelitian di lapangan termasuk 

keterangan dari responden yang berhubungan dengan objek penelitian dan praktik 

yang dapat dilihat serta berhubungan dengan obyek penelitian. 

Data sekunder dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan. 

Data sekunder ini berguna sebagai landasan teori untuk mendasari penganalisaan 

pokok-pokok permasalahan yang ada dalam penelitian ini.  Data sekunder dalam 

penelitian ini meliputi : 

a. Bahan hukum primer, yang terdiri dari : 

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

2) KUHP. 

3) KUHAP. 

4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. 

5) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. 

b. Bahan hukum sekunder. 

Buku-buku, dokumen hasil penelitian di bidang hukum khususnya masalah 

Kebijakan Diversi Dalam Penegakan Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak. 

c. Bahan Hukum Tersier, yang terdiri dari : 

Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Hukum, Ensiklopedia 

serta sarana ajar (hand out) tentang tata cara penulisan karya ilmiah. 

 



4. Metode Pengumpulan Data 

a. Kepustakaan 

Penelitian ini menggunakan Library Research (studi kepustakaan) 

yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari sumber-sumber literature, karya 

ilmiah, peraturan perundang-undangan serta sumber-sumber tertulis lainnya 

yang berhubungan dengan masalah yang diteliti sebagai landasan teori. Dari 

penelitian ini data yang diperoleh disebut data sekunder.  

b. Observasi 

Observasi yaitu pengumpulan data dan fenomena-fenomena di lapangan 

sebelum dilakukan penelitian. Observasi juga dapat diartikan sebagai 

pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap gejala yang tampak 

pada subyek penelitian. Teknik observasi sebagai pengamatan dan pencatatan 

secara sistematik hendaknya dilakukan pada subyek yang secara aktif 

mereaksi terhadap obyek. 

c. Wawancara 

a) Cara Bebas Terpimpin 

   Dalam wawancara bebas terpimpin, pewawancara 

mengkombinasikan wawancara bebas dengan wawancara terpimpin, yang 

dalam pelaksanaannya pewawancara sudah membawa pedoman tentang 

apa-apa  yang ditanyakan secara garis besar. 

 Kelemahan wawancara : 

 Tanya jawab menjadi kaku, formil, sehingga data kurang mendalam 

(seperti seorang hakim dengan seorang terdakwa). 



 Kelebihan wawancara : 

a. Pertanyaan seragam, sehingga dapat melakukan kompirasi. 

b. Pembuktian hipotesis akan lebih mudah. 

c. Memungkinkan analisis data secara kualitatif. 

d. Simpulan lebih dapat diandalkan. 

b) Sampel Random Sampling 

   Dalam penelitian ini penulis mengambil sampel dengan 

menggunakan teknik Random Sampling. Mengenai hal ini, bahwa 

Random Sampling dilakukan dengan cara mengambil subjek secara acak,  

didasarkan atas tujuan tertentu.
38

 Begitu pula menurut Sugiyono, Random 

Sampling adalah “bahwa semua elemen atau setiap unit atau individual  

dalam populasi  mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi 

sampel”. Artinya setiap subjek yang diambil dari populasi dipilih secara 

acak berdasarkan tujuan dan pertimbangan tertentu.
39

     

      

5. Metode Analisis Data 

Metode analisa data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yaitu 

penguraian dari analisa data yang bertitik tolak pada informasi-informasi yang 

didapat dari responden untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas. 
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H. Sistematika Penulisan 

 Bab I Pendahuluan, yang menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, 

Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, 

Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan. 

 Bab II Tinjauan Pustaka, yang menguraikan teori yang berkaitan dengan 

Kebijakan Diversi Dalam Penanganan Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak.  

 Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan yang menguraikan tentang 

Kebijakan diversi dalam penanganan tindak pidana yang dilakukan anak di Polda 

Jateng dan kendala-kendala dalam Kebijakan diversi dalam penanganan tindak pidana 

yang dilakukan anak di Polda Jateng. 

 Bab IV Penutup yang merupakan bab terakhir yang berisi mengenai Simpulan 

dan Saran-Saran. 

 


